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HAMPIR semua ilmuwan politik sepakat Indonesia telah meng-
alami perubahan politik menakjubkan semenjak kejatuhan Orde
Baru pada 1998 lalu. Indonesia dianggap sukses memenuhi
‘perangkat tes perubahan arah menuju demokrasi sebagaimana
dipersyaratkan Huntington (1991) dengan keberhasilannya
menyelenggarakan Pemilu yang adil dan bebas pada level na-
sional maupun lokal setelah itu. Pada isu relasi pusat-daerah,
Indonesia telah bertransformasi dari sistem paling sentralistis di
dunia menuju suatu rezim quasi-federal dimana warga negaranya
menmilih secara langsung kepala daerah mereka (Aspinall, 2009).

Transformasi tersebut tidak hanya menjadi catatan para il-
muwan. Namun juga terefleksi dalam index demokrasi hasil evalu-

- asi berbagai lembaga pemeringkat internasional, - misalnya
Ereedom House, Polity TV, The Econommist's Democracy Index
serta World Bank, yang kesemuanya mencatat transformasi luar
biasa tersebut melalui versi dan parameternya masing-masing.

* (Mietzner, 2013). Evaluasi-evaluasi tersebut luar biasa, mengingat
membuncahnya keraguan para pengamat pada masa awal tran-
sisi dalam hal kemampuan Indonesia untuk bertahan sebagai se-

buah negara-bangsa (Estrade, 1998).
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Dalam rangka melanjutkan proses transformasi
demokratik tadi, Indonesia akan kembali melak-
sanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilka-
da) secara serentak bergelombang, dengan men-
gadopsi format baru Pilkada di bawah pengaturan
UU No 1 dan UU No 8 Tahun 2015. Gelombang

‘pertama akan dilaksanakan pada 9 Desember

_ 2015, gelombang kedua Februari 2017, sedang-

kan gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018.

Jika sekadar dilihat dari perspektif demokrasi

prosedural ala Schumpeterian, Pilkada yang dise-

lenggarakan secara langsung selama ini telah
berhasil mencapai tujuan dasarnya.

Pertama, Pilkada telah menghasilkan pimpinan
daerah melalui ‘mekanisme pemilihan yang

~ demokratis. Yang secara relatif memenuhi azas
bebas, adil, nir kekerasan meskipun dengan ber-
bagai catatan dalam penyelenggaraannya. Ke-
dua, dilihat dari sudut rotasi kepemimpinan lokal
secara reguler, Pilkada serentak kali ini meru-
pakan kelanjutan praktik pemilihan sebelumnya,
.namun sekaligus meletakkan dasar baru bagi se-
buah mekanisme pertukaran elite secara reguler.

Namun sesungguhnya Pilkada bukan hanya
dapat dibaca sebatas sebagai pesta demokrasi
lokal atas penerapan prinsip-prinsip demokrasi
prosedural ala Schumpetarian. Lebih lanjut,
Pilkada perlu dimaknai sebagai suatu instrumen
elementer bagi proses pendalaman demokrasi

| (deepening democracy) maupun peretas jalan
menuju effective governance. Demokrasi meng-
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memperkuat legitimasi politik serta menjadikan
demokrasi sebagai the only game in town.

Lebih dari sebatas fenomena deepening

k democracy, Pilkada juga dapat dimaknai sebagai
- fungsi dari penciptaan effective governance.

Suatu istilah yang merujuk pada pola ketatape-
merintahan yang pelaksanaan perannya sepe-
nuhnya ditujukan pada penguatan kapasitas diri
dan masyarakatnya. (Lay, 20C%). Dalam argumen
Migdal (1988) yang dimaksut effective gover-
nance ini menyangkut kapabilisitas negara untuk
melakukan penetrasi pada masyarakatnya,
mengatur relasi sosial, merigambil sumber daya
dan mengelola sumber daya yang bermuara pa-
da kesejahteraan masyarakat.

Dengan membuang sauh pada cita-cita pen-
dalaman demokrasi dan penciptaan effective gov-
ernance, jelas masih banyak pekerjaan rumah
yang harus dilakukan jika mengacu pada penca-
paian Pilkada selama kurang lebih satu dekade
belakangan ini. Perbaikan kualitas penyelenggara
Pemilu, reformasi birokrasi untuk meningkatkan
kapasitas administratif-teknokratik perangkat da-
erah adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan.
Sementara stimulasi kepada partai agar me-
ningkatkan kualitas kaderisasi internal mereka se-
hingga layak tanding, serta pendidikan dan so-
sialisasi politik kepada masyarakat secara berke-
lanjutan agar siap memilih secara rasional dan
bertanggung jawab menjadi agenda-agenda kun-
ci yang tidak bisa ditawar dalam Pilkada di

IndAanacia !



